LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPRRI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN
KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN
KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI
PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN
SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Jenis Rapat

Hari, Tanggal

Pukul

Sifat Rapat
Pimpinan Rapat
Sekretaris Rapat
Tempat

Acara
Hadir

PENDAHULUAN

1.

. 7 (tujuh)

: 2017-2018

Y

: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi | DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP

RRI

. Senin, 4 Juni 2018
: 13.00 WIB
: Terbuka

. Ir. H. Satya Widya Yudha, ME., M.Sc., Wakil Ketua Komisi | DPR RI

. Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi | DPR RI
. Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Gedung Nusantara Il Lt. 1

JI. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

: Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L LPP RRI Tahun Anggaran 2019.
: 1. ... orang dari 52 Anggota Komisi | DPR Rl

2. a. Ketua Dewas LPP RRI, Drs. Mistam;
b. Dirut LPP RRI,Mohammad Rohanudin;
beserta jajaran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat
pada pukul WIB 13.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat Dengar Pendapat Komisi | DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP RRI pada hari Senin,
tanggal 4 Juni 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi | DPR R, Ir. H. Satya Widya Yudha, ME., M.Sc.



1.

KESIMPULAN

Komisi | DPR RI dapat menerima penjelasan Dewas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia (LPP RRI) terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) LPP RRI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp990,098,665,000,- (Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
Berkenaan dengan itu, Komisi | DPR-RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

Komisi | DPR RI dapat menerima penjelasan Direksi LPP RRI yang berkaitan dengan urgensi atau hal-hal
penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran LPP RRI T.A. 2019 sesuai usulan kebutuhan
tambahan anggaran LPP RRI T.A. 2019 sebesar Rp1,436,578,188,000,- (Satu Triliun Empat Ratus Tiga
Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
dan akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR
RI.

Sehubungan Opini BPK atas audit Laporan Keuangan LPP RRI T.A. 2017 yang berstatus “WDP” (Wajar
Dengan Pengecualian), Komisi | DPR Rl mendorong agar LPP RRI segera melakukan upaya penyelesaian
tindak lanjut dari temuan BPK tersebut. Selanjutnya Komisi | DPR Rl mendesak LPP RRI agar dalam
penggunaan anggaran senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Komisi | DPR RI mendesak LPP RRI untuk dapat menjadi media komunikasi Radio dan sumber informasi
dalam menekan dan menanggulangi kejahatan Narkoba, Radikalisme, Terorisme, dan berita-berita Hoaks
maupun hal-hal lain yang menjadi isu aktual dengan tujuan agar LPP RRI dapat menjadi lembaga
penyiaran yang dapat menyatukan semua komponen masyarakat bangsa Indonesia.

Komisi | DPR Rl mendesak LPP RRI untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
menyelamatkan situs bersejarah LPP RRI di Cimanggis, guna tetap menjaga eksistensi LPP RRI.
Selanjutnya Komisi | DPR RI mendesak LPP RRI untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait keberadaan situs
bersejarah tersebut, agar situs tersebut dapat dipertahankan sebagai warisan sejarah bangsa.

PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2018
KETUA RAPAT,

TTD.

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.Sc
A-290




